MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/M-DAG/PER/2/2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008

TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa untuk menjaga ketersediaan beras

nasional, mempertahankan kondisi perberasan
nasional yang kondusif saat ini, dan menciptakan
stabilitas ekonomi nasional, maka perlu diambil
kebijakan terkait pengadaan beras khususnya
yang berasal dari luar negeri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
12/M-DAG/PER/4 /2008 tentang Ketentuan Impor
dan Ekspor Beras sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana
telah diubah dan ditambah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002
tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4196);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4254);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967
tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab
Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan
Luar Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
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11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2010;

13.Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998
tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
01/M-DAG/PER/1/2007;

14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
12/M-DAG/PER/4 /2008 tentang  Ketentuan
Impor dan Ekspor Beras sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor
35/M-DAG/PER/8/2009;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
28/M-DAG/PER/6/2009  tentang  Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan
Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal
Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa
kali  terakhir dengan  Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011;

17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan
Umum di Bidang Impor;

18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
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Nomor : 06 /M-DAG/PER/2/2012

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008
TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR
BERAS.

Pasal I

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor
dan Ekspor Beras sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009,
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Beras yang dapat diimpor untuk keperluan
stabilisasi harga, penanggulangan keadaan
darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan
pangan adalah Beras (pos tarif/HS
1006.30.99.00) dengan ketentuan tingkat
kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima
persen).

(la) Penentuan impor beras sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil

kesepakatan Tim Koordinasi dengan

mempertimbangkan:

a. persediaan beras yang ada di Perusahaan
Umum BULOG;

b. perbedaan harga rata-rata beras terhadap
Harga Pembelian Pemerintah (HPP); dan/atau
c. perkiraan surplus produksi beras nasional.

(2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diimpor di luar masa 1 (satu) bulan
sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2
(dua) bulan setelah panen raya.

(3) Penentuan masa panen raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri
Pertanian.
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(4) Pelaksanaan impor beras sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dikecualikan oleh Menteri
hanya berdasarkan hasil kesepakatan Tim
Koordinasi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kgmenterlan Perdagangan
4 w‘* »Kepala Biro Hukum,

GITA IRAWAN WIRJAWAN




